BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.930, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Uji Kompetensi.
Fungsional. Pengawas Bibit Ternak. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/Permentan/0T.140/7/2013

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PENGAWAS BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai Pasal 30 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka
Kreditnya, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan
Uji Kompetensi Pengawas Bibit Ternak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional
Pengawas Bibit Ternak perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi
Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5123);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan Organisasi
Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian,
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan,
Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak,
Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas
Mutu Pakan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit
Ternak dan Angka Kreditnya,;

Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor
60/Permentan/0T.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun
2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
08/Permentan/0T.140/2/2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

(ON ]

KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

PENGAWAS BIBIT TERNAK.

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak
seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Menteri ini.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, N0.930 4

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak
merupakan panduan dalam melaksanakan uji kompetensi bagi Pengawas
Bibit Ternak.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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